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BUPATI MALANG,

bahwa perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
semakin kompleks dengan berbagai fungsi dan urusan yang harus
dilaksanakan khususnya di bidang penanggulangan bencana perlu
adanya pengaturan tentang kelembagaan yang menangani
penanggulangan bencana di daerah baik pada tahapan
pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menyusun
organisasi perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b
konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Organisasi
Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);



10.

F:\PERBUP\Barunal 2011\Bagian\Organisasi\BPBD..doc

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyiapan Sarana  dan Prasarana  Dalam
Penanggulangan Bencana,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 56 Tahun 2010;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007
tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);
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Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2011 Nomor 3/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

o o

10.

11.

12.
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Daerah adalah Kabupaten Malang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.
Kepala Daerah adalah Bupati Malang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lain.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut
BPBD adalah BPBD Kabupaten Malang yang merupakan perangkat
daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi
untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Malang.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur
pelaksana tugas lembaga teknis daerah.

Bencana adalah peristiwva atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor
non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda dan dampak psikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwva yang disebabkan oleh alam antara lain
berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,
angin topan, dan tanah longsor.

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal
teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
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Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwva yang diakibatkan oleh manusia yang
meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas
masyarakat dan teror.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian
upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang
berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana,
tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau
mengurangi ancaman bencana.

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui
langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan
sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan
terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang
berwenang.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko
bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan
peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk
menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan
kebutuhan  dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi,
penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai
pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk
normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca
bencana.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan
sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada
tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama
tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan
budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran
serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat
pada wilayah pasca bencana.

Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwva yang bisa
menimbulkan bencana.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis,
hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi,
dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang
mengurangi kemampuan, mencegah, meredam, mencapai
kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak
buruk bahaya tertentu.
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Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan
kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana
dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan
sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui
pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang
terancam bencana.

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat
bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat
berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman,
mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan
kegiatan masyarakat.

Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang
ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar
rekomendasi BPBD.

Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau
dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang
belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita
atau meninggal dunia akibat bencana.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB Il
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Organisasi Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(1)
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BAB Il
ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari:
a. Kepala Badan;

b. Unsur Pengarah; dan

c. Unsur Pelaksana.
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Susunan Organisasi Unsur Pengarah BPBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
a. pejabat Pemerintah Daerah; dan
b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ adalah sebagai berikut:
a. Kepala Pelaksana;
b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:

1. Seksi Pencegahan; dan

2. Seksi Kesiapsiagaan.
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:

1. Seksi Kedaruratan; dan

2. Seksi Logistik.
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:

1. Seksi Rehabilitasi; dan

2. Seksi Rekonstruksi.
f. UPT;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh
DPRD.
Sekretariat, Bidang dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin
oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang atau Kepala UPT yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1,
angka 2 dan angka 3 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.
Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ angka 1 dan
angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2 serta huruf e angka 1 dan
angka 2 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf g masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan atau Pejabat
lain yang ditunjuk.
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BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 4

BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Daerah.
BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh

Sekretaris Daerah.

Pasal 5

BPBD mempunyai tugas:

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi
secara adil dan setara;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan
bencana;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan
bencana;

e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana
kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal
dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha

penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan

Nasional Penanggulangan Bencana.



Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1), BPBD mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif
dan efisien; dan

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 7

Unsur Pengarah mempunyai tugas:

a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan
bencana daerabh;

b. memantau; dan

c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
daerah.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 8

(1) Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan.

(2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang
membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan
penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi
pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana
daerah;

b. pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana
daerah;

c. pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
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Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a,
merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan
melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di
daerah, Instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau
pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b,
merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan
melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari
Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, Instansi vertikal yang ada
di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka
penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c,
merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan
secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah lainnya di daerah, Instansi vertikal yang ada di daerah dengan
memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Kepala Pelaksana

Pasal 14

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas:

a. memimpin, mengawasi, membina, mengendalikan dan
melaksanakan kerja sama serta koordinasi atas penyelenggaraan
penanggulangan bencana;

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah
sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 15
Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas mengkoordinasikan

perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program,
administrasi dan sumber daya serta kerja sama.
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Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,

Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Unsur
Pelaksana BPBD;

b. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
Unsur Pelaksana BPBD;

c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan
peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana,
kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah
tangga Unsur Pelaksana BPBD;

d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol
di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD;

e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD;

f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 17

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi
kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan
pegawai;

c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan
surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas,
keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan,
dan mendistribusikan;

d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan
peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;

e. menyelenggarakan administrasi perkantoran;

f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;

g. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Sub Bagian Keuangan

Pasal 18
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

a. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian
Keuangan;
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melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan,
pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan
anggaran;

menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban
penyelenggaraan anggaran BPBD;

menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis BPBD;
melaksanakan pengurusan pembayaran hak-hak keuangan;
melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan
program dan rencana strategis BPBD,;

mengkompilasikan dan penyusunan hasil laporan perencanaan dan
laporan akuntabilitas BPBD;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 19

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

a.

F:\PERBUP\Barunal 2011\Bagian\Organisasi\BPBD..doc

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan;

melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi
dalam penyusunan rencana strategis BPBD;

menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja
kegiatan BPBD;

menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas
sektor;

menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan
BPBD;

melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana
kegiatan tahunan BPBD;

melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan
bahan evaluasi dan laporan kegiatan BPBD;

menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan
dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan
bidang penanggulangan bencana,;

melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program
pembangunan bidang penanggulangan bencana,

melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya,
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Paragraf 6
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 20

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas
mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang
penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan
masyarakat.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana
pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang
penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan
masyarakat;

c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana
pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;

d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra
bencana serta pemberdayaan masyarakat;

Paragraf 7
Seksi Pencegahan

Pasal 22

Seksi Pencegahan mempunyai tugas:

a. melaksanakan identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya
atau ancaman bencana;

b. melaksanakan pemantauan terhadap:
1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
2) penggunaan teknologi tinggi.

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan
pengelolaan lingkungan hidup;

d. melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugasnya.
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Paragraf 8
Seksi Kesiapsiagaan

Pasal 23

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan
kedaruratan bencana;

b. melakukan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem
peringatan dini;

c. menyediakan dan menyiapkan barang pasokan pemenuhan
kebutuhan dasar;

d. melakukan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi
tentang mekanisme tanggap darurat;

e. menyiapkan lokasi evakuasi;

f.  menyusun data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap
tanggap darurat bencana;

g. menyediakan dan menyiapkan bahan, barang dan peralatan untuk
pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 9
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 24

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan
dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat serta melaksanakan koordinasi dan
dukungan logistik serta peralatan dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan
peralatan dalam penanggulangan bencana,;

b. pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan
peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
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pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan
penanganan pengungsi;

komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat;

pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 10
Seksi Kedaruratan

Pasal 26

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas:

a.

~® 20T

melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi,
kerusakan, kerugian dan sumber daya;

menentukan status keadaan darurat bencana;

menyelamatkan dan mengevakuasi masyarakat terkena bencana,
melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar;

melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan;

melaksanakan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana
vital;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 11
Seksi Logistik

Pasal 27

Seksi Logistik mempunyai tugas:

a.
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melaksanakan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan
peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
melaksanakan pendistribusian logistik dan peralatan dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana,

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan
tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang logistik dan
peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugasnya.
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Paragraf 12
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 28

Bidang  Rehabilitasi  dan Rekonstruksi  mempunyai  tugas
mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang
penanggulangan bencana pada pasca bencana serta pemberdayaan

masyarakat.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana
pada pasca bencana,

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang
penanggulangan bencana pada pasca bencana;

c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana
pada pasca bencana,

d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca

bencana.

Paragraf 13
Seksi Rehabilitasi

Pasal 30

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas:

melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana;
melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana umum;
memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat;
melaksanakan pelayanan kesehatan;

melaksanakan rekonsiliasi dan resolusi konflik;

-~ 0 a0 T p

melaksanakan pemulihan psikologis, sosial, ekonomi, budaya,
keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan serta pelayanan
publik;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Rehabilitasi dan Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.
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Paragraf 14
Seksi Rekonstruksi

Pasal 31

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas:

a.

b.
C.
d

(1)

(2)

(1)

(2)
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melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana,
melaksanakan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan
penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
mendorong partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi
kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;

meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;

meningkatkan fungsi pelayanan publik;

meningkatkan pelayanan utama dalam masyarakat;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Rehabilitasi dan Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 15
UPT

Pasal 32

UPT BPBD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD
sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Badan.

UPT BPBD dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi
kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 16
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang
keahliannya yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.
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(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 34

(1) BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.

(2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem
pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

(3) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin,
mengkoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi

di bawahnya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 35

(1) Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok
Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat sebagimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi
diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 36
Biaya penyelenggaraan BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta

sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

F:\PERBUP\Barunal 2011\Bagian\Organisasi\BPBD..doc



19

BAB VIl
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Bagan Susunan Organisasi BPBD adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan
Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh
Kepala Badan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 7 September 2011

BUPATI MALANG,
Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di malang

pada tanggal 7 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
Ttd.
ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2011 Nomor 7/D
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 25 TAHUN 2011
TANGGAL : 7 September 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KEPALA

[
UNSUR PENGARAH

KELOMPOK JABATAN KEPALA PELAKSANA
FUNGSIONAL BPBD

UNSUR PELAKSANA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN,
DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG PENCEGAHAN
DAN KESIAPSIAGAAN

UNIT PELAKSANA

BIDANG KEDARURATAN
DAN LOGISTIK

BIDANG REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI

SEKSI KEDARURATAN

SEKSI REHABILITASI

SEKSI PENCEGAHAN t

TEKNIS

SEKSI LOGISTIK

SEKSI KESIAPSIAGAAN SEKSI REKONSTRUKSI

Diundangkan di malang
pada tanggal 7 September 2011
SEKRETARIS DAERAH
Ttd.

ABDUL MALIK Ttd.
NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2011 Nomor 7/D

. GARIS KOMANDO

: GARIS KOORDINASI BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA
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